
BUPATI OGAN ILIR 

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR 

NOMOR3/ TAHUN 2012 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR 

TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
· ; · ·  

BUPATI OGAN ILIR, 

. , 

Menimbang bahwa untuk memenuhi etentuan Pasat 6 Peraturan Oaerah 
Kabupaten Ogan llir Nomor 20 Tahun 2012 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati Ogan llir tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 sebagai landasan 
operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013; 

I  

Mengingat : 1 .  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nornor 44, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

4. Undang-undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Noor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 
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6. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125,  Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844); 

9 .  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

10 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 1 30 ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5234); 

1 2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 ,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 

1 3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimp inan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4502); 

1 5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 1 3 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570); 

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138 ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan M inima l 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4614); 

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 02 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
DPRD Kabupaten Ogan llir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan llir 
Tahun 2008 Nomor 02 Seri D); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan lir Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan llir 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan llir Tahun 2008 Nomor 03 
Seri D); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 04 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Ogan llir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan llir Tahun 
2008 Nomor 04 Seri D); 
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M E M U T U S K A N :  

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2013.  

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013,  terdiri dari dari : :  

1 .  Pendapatan : 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1 )  Belanja Pegawai 
2) Belanja Subsidi 
3) Belanja Hibah 
4) Belanja Bantuan Sosial 
4) Belanja Bagi Hasil 
5) Belanja Bantuan 
6) Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Langsung : 
1 )  Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus/(Defisit) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp 63.895.015.451,00 
Rp 819.827.601.976,00 
Rp 134.911 .831 .287,00 

Rp 1.018.634.488.714,00 

Rp 437.379.446.764,00 
Rp 0,00 
Rp 6.957.816.000,00 
Rp 2.000.000.000,00 
Rp 501.474.800,00 
Rp 26.774.600.000,00 
Rp 3.000.000.000,00 

.  Rp 17.853.558.000,00 
Rp 165.050.530.200,00 
Rp 410.547.207.499,00 

Rp 1.070.064,633.263.00 
Rp (51.430.184.549,00) 

Rp 79.519.457.239,00 
Rp 28.089.272.690,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana d imaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
. lampiran 1 1  peraturan ini. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan Bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. " 

51.430.184.549,00 

0,00 
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Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih 
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dalam Serita Daerah. 

t 

Ditetapkan di lndralaya 
pada tanggal 28 0ES€M0ER 2012 

BUPATI OGAN ILIR, 

dto 

MAWARDI YAHYA 

1 

Diundangkan di lndralaya 
padatanggal 2012 

Pit.SE ETARIS DAERAH 
P TEN OGAN ILIR, 

) 
Ir. H .  SOBLI, M.Si 
PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP.  19611010198903 1  023 

(BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2012 N O M O R : 3 )  
.  
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Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih 
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dalam Serita Daerah. 

Ditetapkan di lndralaya 
pada tanggal z8 es€ 9€R 2012 

/BUPAT1 9 A N  ILR, T 


